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KATA PENGANTAR 
 
 

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Rencana 

Aksi Penanggulangan Bencana Tahun 2026 pada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Tabanan. 

Dokumen ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup 

Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka good governance seperti yang tertuang 

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan 

kebijakan yang diambil. Dokumen perencanaan ini memberikan gambaran perencanaan  

kinerja BPBD dalam pembangunan daerah. 

Rampungnya dokumen ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur 

BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga dokumen ini selesai tepat 

pada waktunya. 

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar 

lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan untuk 

dapat mewujudkan visi dan misi RPJMD Semesta Berencana dan sasaran strategis yang 

tertuang dalam rencana startegis tahun 2025-2029 

 
Tabanan, 2 Januari 2026 

Kepala Pelaksana 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Tabanan 
 
 
 

I Nyoman Srinadha Giri, S.E,M.M 
Pembina Tk. I (IV/ b) 

NIP. 19740624 200604 1 010 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang. 

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bali yang 

memiliki karakteristik geografis, topografis, dan demografis yang                                                       

beragam. Wilayah ini terdiri atas kawasan pesisir, dataran rendah, perbukitan, hingga 

pegunungan, serta memiliki sistem sungai, kawasan pertanian, dan permukiman yang 

berkembang secara dinamis. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Tabanan 

memiliki potensi risiko terhadap berbagai jenis bencana, baik bencana alam, bencana 

nonalam, maupun bencana sosial. 

Beberapa potensi bencana yang dihadapi Kabupaten Tabanan antara lain 

banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, abrasi pantai, gempa bumi, serta 

kebakaran permukiman dan lahan. Perubahan iklim global yang berdampak pada 

meningkatnya intensitas dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem turut memperbesar 

tingkat kerentanan wilayah dan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan penduduk, alih 

fungsi lahan, serta aktivitas pembangunan yang belum sepenuhnya berwawasan 

kebencanaan dapat meningkatkan risiko bencana apabila tidak dikelola secara terpadu 

dan berkelanjutan. 

Pengalaman kejadian bencana pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan 

bahwa bencana tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak 

pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kehidupan masyarakat. Oleh karena 

itu, upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan secara reaktif semata, 

melainkan harus direncanakan secara sistematis, terkoordinasi, dan 

berkesinambungan melalui pendekatan pengurangan risiko bencana yang terintegrasi 

dalam pembangunan daerah. 

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana serta kebijakan nasional dan daerah di bidang kebencanaan, 

Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu menyusun Rencana Aksi Penanggulangan 

Bencana Tahun 2026 sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan 

penanggulangan bencana. Rencana aksi ini disusun untuk menjabarkan program, 

kegiatan, dan langkah-langkah strategis yang mencakup tahapan pra-bencana, saat 

tanggap darurat, dan pasca-bencana, dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan terkait 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan 

strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang 

dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun 

isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2026 yaitu : 1). Pelayanan 

informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan 
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dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan 

penyelamatan dan evakuasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (risilien), 4) 

Penguatan  sumber daya manusia kebencanaan. 

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah telah berupaya menangani isu staretgis yang dihadapi dengan program 

prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak 

(stakeholder) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah 

untuk menjadi tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.   

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 

diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kapasitas 

pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menghadapi potensi 

bencana. Selain itu, dokumen ini juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas 

sektor, meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat, serta 

meminimalkan risiko dan dampak bencana terhadap pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabanan secara berkelanjutan. 

Penyusunan rencana aksi daerah dalam penanggulangan bencana didasari 

atas isu-isu strategis yang terus berkembang, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan 

yang dituangkan dalam rencana staretgis perangkat daerah. Oleh karena itu maka 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala melakukan pemutahiran 

rencana aksi penanggulangan bencana yang dikolaborasikan dengan rencana aksi 

penerapan SPM sub bencana. 

 

1.2. Landasan Hukum. 

 Landasan hukum penyusunan perubahan rencna aksi penanggulangan 

bencana di Kabupaten Tabanan Tahun 2026 adalah : 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

b. Undang-Undag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah . 
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d. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Tabanan. 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 

Tahun 2025-2029.  

f. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Semesta 

Berencana Perangkat Daerah Tahun  2025-2029. 

 

1.3. Tujuan. 

Tujuan dari penyusunan dokumen perencanaan ini adalah memberikan 

informasi rencana aksi penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan tahun 2026 

dan arah kebijakan strategis pemenuhan SPM bidang urusan trantibun di sub urusan 

bencana.  

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulaisan rencana aksi penanggulangan bencana dapat 

disampaikan seperti berikut ini. 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

1.2   Dasar Hukum 

1.3   Tujuan 

BAB II RENCANA AKSI 

2.1   Sasaran Strategis 

2.2   Arah Kebijakan 

2.3   Program dan Kegiatan 

2.4   Matrik Rencana Aksi 

BAB III  PENUTUP 

3.1   Kesimpulan 

3.2   Saran 
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II.  RENCANA AKSI 

 

2.1 Sasaran Strategis 

RPJMD Semesta Berencana tahun 2025-2029 yang baru disahkan menjadi 

acuan dalam perubahan rencana aksi yang selaras dengan asta program. BPBD 

melaksanakan amanah : 

Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten 
Tabanan dalam Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani 

Misi 1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian untuk 
siap kerja dan siap merintis  usaha sendiri 

2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang  sehat 
jasmani dan rohani 

3. Mewujudkan keadilan social melalui kebijakan yang memperkuat kapasita ekonomi rakyat , 
termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung  kegiatan 
ekomomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif. 

4. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya local 
5. Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung 

tinggi hokum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan 
daerah yang bersih, bebas dari korupsi  dan berkeadaban. 

6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi serta menjaga 
kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia 

NSPK dan Sasaran 
RPJMD 

Renstra PD 
Tujuan / Sasaran  
Renstra 

Indikator Target Ket 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Terwujudnya 
Kesiapsiagaan  
Masyarakat 
terhadap Bencana 
dan Perubahan 
Iklim 
 

Tujuan : 
Terwujudnya 
Kesiapsiagaan  
Masyarakat 
terhadap 
Bencana dan 
Perubahan Iklim 

Indeks risiko 
bencana 

119,68 117,28 114,93 112,63 110,38 108,17 Angka 

Sasaran 1.  
Meningkatnya 
ketahanan 
daerah 
menghadapi 
bencana 

Indeks 
ketahanan 
daerah 

0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 Angka 

Sasaran 2. 
Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan SPM 
sub bencana 

Capaian SPM 
bencana 

100 100 100 100 100 100 % 

Meningkatnya 
Nilai Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah 
Daerah 
 

Meningkatnya 
Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Pemerintah 
Daerah 
 

Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja BPBD 

BB 
73,85  

BB 
74,85 

BB 
75,85  

BB 
77,85 

A 
79.85 

A 
80,41 

 

Angka 

 

2.2 Arah Kebijakan 

 Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan menjadi dasar pilihan 

tindakan yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan untuk meningkatkan 

penyelenggaraan penanggulangan  bencana dengan berdasarkan kajian risiko. Ada lima 

bidang prioritas dan dua bidang penunjang yang menjadi acuan pembangunan yaitu : 

1. Bidang pangan, sandang, papan 

2. Bidang pendidikan dan kesehatan 

3. Bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan 

4. Bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya 

5. Bidag pariwisata 

6. Bidang infrastruktur fisik dan digital 

7. Bidang lingkungan hidup. 
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2.3 Program dan Kegiatan  

Program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 

dirumuskan secara komperhensip dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan 

dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai program 

pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi RPJMD Tahun 2025-2029.  

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dari startegi dalam rangka 

mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan 

ke dalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas 

pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan. 

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program 

sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan 

kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek 

operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi  visi, misi, 

tujuan dan sasaran organisasi. 

 

2.4 Matrik Rencana Aksi 

a.  Renaksi Kinerja 

Adapun rencana aksi program dan kegiatan prioritas pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan terdiri dari 1 (dua) Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 1 (satu) program penanggulangan 

bencana yang terdistribusi dalam 10 (sepuluh) kegiatan prioritas seperti berkut ini. 

Tabel Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2026 

No Program/Kegiatan Kegiatan Prioritas Rencana Aksi Kegiatan Instansi 
A PROGRAM PENUNJNAG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

   

1 Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

   

a Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Musrenbang Menyerap usulan, data dan 
informasi kebencanaan dari 
masyarakat rawan bencana 

BNPB, BPBD, 
Bappeda, 
Bakeuda 

Kajian partisipatif Melakukan analisis prioritas 
kebutuhan masyarakat  

BPBD, 
Bappeda, 
Bakeuda 

Kajian teknokratik Melakukan Focus Group 
Discusion dan Forum OPD 

BPBD, 
Bappeda, 
Bakeuda 

Peyusunan rencana 
kerja 

Mengikuti rapat kerja dan 
menyusun rencana 
kerjaBPBD  

Lintas OPD  

b Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Penyusunan laporan 
penyelanggaraan 
pemerintahan daerah 

Mengumpulkan, mengolah, 
dan menganalisis data dan 
informasi kebencanaan 
urusan wajib dasar bidang 

BNPB, BPBD, 
Bappeda, 

Bakeuda, Setda, 
BPS, Satpol PP 
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kebencanaan   

Penyusunan laporan 
kinerja perangkat 
daerah urusan wajib 
dasar bidang 
kebencanaan 

Mengumpulkan, mengolah, 
dan menganalisis data dan 
informasi kinerja pelayanan 
administrasi dan pelayanan 
publik penanggulangan 
bencana   

BNPB, BPBD, 
Bappeda, 

Bakeuda, Setda, 
BPS, Satpol PP, 

Camat 

2 Administrasi keuangan PD    

a Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Laporan gaji 
Tunjangan ASN 
Tunjangan kinerja 
Laporan honorarium 

Penatausahaan gaji 
Penatausahaan tunjangan  
Penatausahaan TPP 
Penatausahaan honorrium 

Bakeuda 
BPBD 

Inspektorat 

b Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD 

LRA 
Laporan pajak 
Laporan KIR, KIB 
Laporan persediaan 

Pelaporan LRA 
Pelaporan pajak 
Pelaporan KIR, KIB 
Pelaproan persediaan 

Bakeuda 
BPBD 

Inspektorat 

3 Administrasi umum PD    

a Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/ Penerangan 
Bangunan Kantor 

Penyediaan peralatan 
lsitrik dan 
penerangan kantor 

Identifikasi dan pemenuhan 
peralatan lsitrik dan 
penerangan kantor  

Bakeuda, 
BPBD, rekanan 

b Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

Penyediaan alat 
kebersihan kantor 

Identifikasi dan pemenuhan 
alat kebersihan kanto 

Bakeuda, 
BPBD, rekanan 

c Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Penyediaan 
kelengkapan upacara 
keagamaan 

Identifikasi dan pemenuhan 
kelengkapan upacara 
keagamaan 

Bakeuda, 
BPBD, rekanan 

d Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Penyediaan barang 
cetakaan dan 
penggandaan  

Identifikasi dan pemenuhan 
penjilidan dan foo copy 
dokumen 

Bakeuda, 
BPBD, rekanan 

e Penyediaan bahan material Penyediaan bahan 
material kantor 

Identifikasi dan pemenuhan 
ATK, kertas, tinta printer 

Bakeuda, 
BPBD, rekanan 

f Rapat-Rapat Kordinasi dan 
Konsultasi ke Luar Daerah 

Mengikuti rakor luar 
daerah 

Memenhi undangan rakor 
instansi pusat 

Bakeuda, 
BPBD, rekanan 

g Penatausahaan arsip dinamis 
SKPD 

Menata arsip dinamis Menata arsip dinamis di 3 
bidang dan Sekretariat 

BPBD, 
Dispersip 

4 Penyediaan jasa penunjang 
urusan PD 

   

a Penyediaan jasa surat 
menyurat 

Penyediaan materai 
untuk dokumen PD 

Pengelolaan penggunaan 
materai sesuai kebutuhan 
prioritas 

Bakeuda, 
BPBD, rekanan 

b Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Pembayaran listrik, 
air, telepon, internet 

Pengelolaan listrik, air, 
telepon, internet sesuai 
kebutuhan prioritas 

Bakeuda, 
BPBD, rekanan 

c Penyediaan jasa pelayanan 
umum kantor 

Pembayaran jasa 
tenaga non ASN dan 
kinerja Non ASN 

Penatausahaan jasa non 
ASN, jaminan kesehatan, 
jaminan kecelakaan, 
jaminan kematian dan 
kinerja Non ASN 

Bakeuda, 
BPBD, rekanan 

5 Pengadaan BMD penunjang 
urusan PD 

   

a Pengadaan peralatan dan 
mesin lainnya 

Pengadaan peralatan 
kantor dan 
kebencanaan 

Pengadaan peralatan kantor Bakeuda, 
BPBD, rekanan 

b Pengadaan meubelair Pengadaan kursi Pengadaan kursi kerja Bakeuda, 
BPBD, rekanan 

6 Pemeliharaan BMD 
penunjang urusan PD 

   

a Penyediaan jasa pemeliharaan, 
biaya pemeliharaan pajak, dan 
perijinan kendaran dinas 
operasional atau lapangan 

Pemeliharaan 
kendaraan dinas  
layak operasional 

Perbaikan dan pembayaran 
pajak kendaraan dinas 
Penyediaan BBM dan oil 

Bakeuda, 
BPBD, rekanan 
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b Pemeliharaan peralatan dan 
mesin lainnya 

Penyediaan suku 
cadang alat kerja 

Identifiaksi dan penyadiaan 
suku cadang dan servis 
kendaraan, computer, 
printer 

Bakeuda, 
BPBD, rekanan 

B PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 

   

1 Pelayanan Informasi Rawan 
Bencana Kab/Kota 

   

a Sosialisasi, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota (Per jenis 
Bencana) 

Sosialisasi mitigasi 
bencana 

Sosialisasi mitigasi bencana 
kepada aparatur dan 
masyarakat  

BNPB, BPBD 
Camat 

Babinsa 
Babinkabtibnas. 

Forum PRB 
KIE pada Satuan Pendidikan 
Aman Bencana 

BPBD, Forum 
PRB, Guru, 

Siswa 
Penyebarluasan 
informasi daerah 
rawan bencana 

Pemasangan peta, spanduk, 
baliho daeah rawan bencana 

DPMD, Aparat 
desa 

2 Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan terhadap 
Becana 

   

a Penguatan kapasitas kawasan 
untuk pencegahan dan 
kesiapsiagaan 

Penguatan desa 
tangguh bencana 

FGD penguatan destana BNPB, BPBD 
Camat 

Babinsa 
Babinkabtibnas 

Pembentukan relawan desa BPBD, Babinsa, 
Babinkabtibnas 

Penilaian PKD BPBD, Perbekel 

Penguatan IKD dan 
IRB desa 

Pendampingan instrument 
IKD dan IRBI desa 

BPBD, Aparat 
desa, BPD 

B Gladi Kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

Simulasi dan gladi 
kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

Simulasi dan gladi 
kesiapsiagaan 

BNPB, BPBD, 
PMI, SAR, 

Sekolah, 
Relawan 

 
Forum kesiapsiagaan 
menghadapi bencana 

FGD kesiapsiagaan 
menghadapi bencana 

BPBD, Forum 
PRB, guru, 
aparat desa 

c Pelatihan pencegahan dan 
mitigasi bencana 
kabupaten/kota 

Identifikasi calon 
peserta pelatihan 

Pendataan calon peserta 
pelatihan : PKK 

BPBD, Aparat 
Desa, PKK 

Pelatihan dan 
simulasi bencana 

Pelatihan keluarga siaga 
bencana 

PKK desa, 
Aparat desa 

3 Pelayanan Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Bencana 

   

a Respon Cepat Darurat 
Bencana Kabupaten/Kota 

Penyediaan peralatan 
penanganan darurat 
bencana 

Penyediaan peralatan 
darurat bencana 

BNPB, BPBD, 
TAPD, BUMN, 

Swasta 
Penyediaan peralatan 
pengungsi 

BNPB, BPBD, 
TAPD, BUMN, 

Swasta 
Penyediaan logistik 
kebencanaan 

Penyediaan logistik 
kebencanaan 

BNPB, BPBD, 
TAPD, BUMN, 

Swasta 
Distribusi logistik 
kebencanaan 

BPBD, Aparat 
desa, relawan 

Penanganan bencana Respon time kebencanaan Lintas instansi 
dan Relawan 

b Pencarian,  Pertolongan, dan 
Evakuasi  Korrban Bencana 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan peralatan 
evakuasi  

Peralatan evakuasi 
Peralatan komunikasi 

Satgas 
Gabungan 

Pertolongan dan 
evakuasi korban 

Pertolongan korban 
Evakuasi korban 

Satgas 
Gabungan 
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4 Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana 

   

a 
 

 

Koordinasi Penanganan Pasca 
Bencana Kabupaten/Kota 

Survey lokasi 
wilayah terdampak 
bencana 

Identifikasi dan survey 
lokasi wilayah terdampak 
bencana 

BPBD, OPD 
terkait, Aparat 
Desa, Pekaseh, 

Adat, dll 
Pengolahan data, analisis 
dan penyusunan kajian 
pasca bencana 

BPBD, 
Bappeda, 
Bakeuda 

Koordinasi 
rehabilitasi dan 
rekontruksi 

Koordinasi rencana 
rehabilitasi pasca bencana 

BNPB, BPBD, 
Bakeuda, OPD 

terkait 

Koordinasi rencana 
rekontruksi pasca bencana 

BNPB, BPBD, 
Bakeuda, OPD 

terkait 

b Penyusunan Rencana Aksi  
Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Sub Urusan 
Bencana Kabupaten/Kota 

FGD data dan 
informasi SPM sub 
urusan bencana 

Pemenuhan target SPM 
2026-2029 
Pemenuhan data dukung 
SPM 2026-2029 

Pusdalops, 
TRC, Aparatur 

BPBD 

Renaksi SPM sub 
urusan bencana 

Pembahasan dokumen 
renaksi SPM bencana 

BPBD, Tim 
SPM Kabupaten 

 

b. Renaksi Anggaran mendukung program dan Kegiatan 

BPBD dalam melaksanakan renaksi didukung oleh anggaran (APBD Kabupaten) 

yang sudah dirancang realisasinya sebagai berikut : 

No Program / Kegiatan Indikator Target Anggaran (Rp) 
A PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN  

Persentase Administrasi Perkantoran 
yang mendukung kelancaran tugas 
dan fungsi BPBD  

  
100%  

5.784.207.440  

1 Perencanan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah  

Jumlah dokumen perencanaan 
penganggaran dan evaluasi kinerja 
yang disusun  

  
3  

Dokumen  

5.000.000  

a Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah  

Jumlah Dokumen Perencanaan PD 
yang disusun  

2   
Dokumen  

3.000.000  

b Evaluasi kinerja Perangkat daerah  Jumlah Dokumen LKjIP  1 Laporan  2.000.000  
2 Administrasi keuangan Perangkat 

Daerah  
Persentase terpenuhinya administrasi 
keuangan BPBD  

100%  
4.304.658.000  

a Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN  

Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang 
dibayarkan   
  

34 Orang  
4.302.158.000  

b Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD  

Jumlah Laporan Aset yang tersedia  

2 Laporan  

2.500.000  

3 Kegiatan Administrasi Umum 
Perangkat Daerah  

Persentase terpenuhinya Administrasi 
Umum BPBD  

100%  
132.385.900  

a Penyediaan Komponen Instansi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor  

Jumlah paket Komponen instalasi 
listrik tersedia  1 Paket  

2.935.400  

b Penyediaan peralatan rumah 
tangga  

Jumlah paket peralatan rumah tangga 
yg tersedia  

1 Paket  
62.482.500 

c Penyediaan bahan logistic kantor  Jumlah paket bahan logistic yang 
disedisksn  
  

1 Paket  
27.995.000 

d Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan  

tersedianya barang cetak dan 
penggandaan  
  

2 Paket  
5.000.000  

e Penyediaan Bahan/material  Jumlah paket bahan yang disediakan  
  

3 Paket  
14.000.000  
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f Penyelenggaraan Rapat 
koordinasi dan konsultasi  
SKPD  

Jumlah laporan penyelenggaran  
rapat koordinasi dan konsultasi   2 Laporan  

14.946.000  

g Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD  

Jumlah Dokumen Penataan arsip 
dinamis tersedia  

4 Dokumen  
5.000.000  

4 Pengadaan Barang milik 
daerah Penunjang urusan 
Pemerintah Daerah  

Persentase terpenuhinya pengadaan 
BMD pada BPBD  

  
100%  

58.968.800  

a Pengadaan mebel  Jumlah unit mebel tersedia  2 set  29.082.200  
b Pengadaan peralatan dan mesin 

lainnya  
Jumlah unit peralatan dan mesin 
tersedia  

  
2 unit  

29.886.600  

5 Penyediaan Jasa penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah  

Persentase terpenuhinya jasa 
oenunjnag urusan pemerintah daerah  

  
100%  

1.183.292.500  

a Penyediaan Jasa Surat menyurat  Jumlah laporan surat menyurat    
12 laporan  

2.500.000  

b Penyediaan Jasa Komunikasi, 
sumber daya air dan listrik  

Jumlah laporan penyediaan jasa 
Komunikasi, sumber daya air dan 
listrik tersedia  

  
3 Laporan  

32.000.000  

c Penyediaan jasa pelayanan umum 
kantor  

Jumlah laporan penyediaan jasa 
pelayanan umum kantor tersedia  

  
12 Laporan  

1.148.792.500  

6 Pemeliharaan barang Milik 
Daerah Penunjang urusan 
Pemerintah Daerah  

Persentase terpeliharanya BMD yang 
menunjang urusan kantor   

  
100 %  

99.929.240  

a Penyediaan jasa pemeliharaan, 
Biaya pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional  

Jumlah Jumlah kendaraan dinas 
operasional yang dipelihara  

  
12 unit  

79.999.240  

b Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin lainnya  

Output: Jumlah peralatan dan mesin 
terpelihara  
  

16 unit  2  

A PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA  

Persentase layanan penanggulangan 
bencana yang diberikan  

  
100%  

465.000.000  

1 Pelayanan Informasi Rawan 
Bencana Kab/Kota  

Prosentase pelayanan informasi 
mitigasi bencana di daerah rawan 
bencana  

  
100%  

25.000.000  

a Sosialisasi, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi  
(KIE) Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota (Per jenis 
Bencana)  

Jumlah orang yg mendaptkan 
sosialisasi kebencanaan  

  
60 Orang  

25.000.000  

2 Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Becana  

Persentase wilayah yg memenuhi 
standar kesiapsiagaan bencana  

  
100%  

105.000.000  

a Pelatihan pencegahan dan 
mitigasi bencana kabupaten/kota  

Jumlah warga negara  termasuk 
kelompok rentan di kawasan rawan 
bencana kabupaten/kota yang 
mengikuti pelatihan pencegahan dan 
mitigasi bencana 

200  orang  45.000.000  

b Penguatan kapasitas kawasan 
untuk pencegahan dan 
kesiapsiagaan  

Jumlah kawasan rawan bencana (per 
jenis ancaman bencana) dan atau 
kawasan-kawasan straetgis 
kabupaten/kota yang memiliki 
mekanisme dan prosedur tetap 
kesiasiagaan mengahdapi bencana 

  
1 Desa  

30.000.000  

c Penyusunan Rencana Kontijensi  Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi 
yang dilegalisasi  

1 Dokumen  0  

d Gladi Kesiapsiagaan terhadap 
bencana  

Jumlah warga negara yang mengikuti  
gladi kesiapsiagaan untuk menguji 
efektivitas SOP dan keberfungsian 
sarana prasarana dalam penegndalian 
operasi darurat bencana (per jenis) 
kabupaten/kota 

  
100 orang  

30.000.000  

3 Pelayanan Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Bencana  

Persentase Pelayanan Penyelamatan 
dan Evakuasi Korban Bencana  

  
100%  

305.000.000  

a Respon Cepat Darurat Bencana 
Kabupaten/Kota  

Jumlah dokumen SK penetapan status 
darurat bencana dan SK PDB yang 
ditetapkan paling lama 1 x 24 jam 
hasil dokumen laporan kaji cepat  

  
100 %  

295.000.000  

b Pencarian,  Pertolongan, dan Jumah korban yang berhasil 8 orang  10.000.000  
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Evakuasi  Korrban Bencana 
Kabupaten/Kota  

diketemukan, ditolong, dan 
dievakuasi per jenis kejadian bencana  

4 Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana  

Jumlah penataan sistem dasar 
penanggulangan bencana yang 
terdata  

1 dokumen  30.000.000  

a Koordinasi penanganan  pasca 
bencana kabupaten/ kota  

Jumlah dokumen penanganan pasca 
bencana kabupaten/kota melalui 
pengkajian kebutuhan pascabencana 
dan rencana rehabilitasi dan 
rekontruksi pasca bencana   

1 dokumen  25.000.000  

b Penyusunan Rencana Aksi 
Penerapan Standar  
Pelayanan Minimal (SPM) Sub 
Urusan Bencana Kabupaten/Kota  

Jumah penyelesian dokumen Rencana 
Aksi Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana 
Kabupaten/Kota  

1 dokumen  5.000.000  

 Jumlah      6.249.207.440  

 

Rencana aksi tahun 2026 atas program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota tersebut dijabarkan lebih terinci untuk memudahkan mengukur 

pencapaian kinerja di tahun perencanaan. Adapun rinciannya seperti berikut ini. 

  

No Kegiatan / Sub kegiatan Kegiatan Teknis Rincian Kegiatan Rencana Triwulanan 

I II III IV 

1 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

      

a Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Musrenbang Menyerap usulan, data dan 
informasi kebencanaan dari 
masyarakat rawan bencana 

1 dok    

Kajian partisipatif Melakukan analisis prioritas 
kebutuhan masyarakat  

1 dok    

Kajian 
teknokratik 

Melakukan Focus Group 
Discusion dan Forum OPD 

1 dok 1 dok   

Penyusuan 
rencana kerja 

Mengikuti rapat kerja dan 
menyusun rencana kerja 
BPBD  

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

b Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Penyusunan 
laporan 
penyelanggaraan 
pemerintahan 
daerah 

Mengumpulkan, mengolah, 
dan menganalisis data dan 
informasi kebencanaan 
urusan wajib dasar bidang 
kebencanaan   

2 lapor    

Penyusunan 
laporan kinerja 
perangkat daerah 
urusan wajib 
dasar bidang 
kebencanaan 

Mengumpulkan, mengolah, 
dan menganalisis data dan 
informasi kinerja pelayanan 
administrasi dan pelayanan 
publik penanggulangan 
bencana   

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

2 Administrasi keuangan 
PD 

      

a Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Laporan gaji 
Tunjangan ASN 
Tunjangan kinerja 
Laporan 
honorarium 

Penatausahaan gaji 
Penatausahaan tunjangan  
Penatausahaan TPP 
Penatausahaan honorrium 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

b Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD 

LRA 
Laporan pajak 
Laporan KIR, 
KIB 
Laporan 
persediaan 

Pelaporan LRA 
Pelaporan pajak 
Pelaporan KIR, KIB 
Pelaporan persediaan 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

3 Administrasi umum PD       

a Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/ 
Penerangan Bangunan 
Kantor 

Penyediaan 
peralatan lsitrik 
dan penerangan 
kantor 

Identifikasi dan pemenuhan 
peralatan lsitrik dan 
penerangan kantor  

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 
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b Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Penyediaan alat 
kebersihan kantor 

Identifikasi dan pemenuhan 
alat kebersihan kanto 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

c Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Penyediaan 
kelengkapan 
upacara 
keagamaan 

Identifikasi dan pemenuhan 
kelengkapan upacara 
keagamaan 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

d Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Penyediaan 
barang cetakaan 
dan penggandaan  

Identifikasi dan pemenuhan 
penjilidan dan foo copy 
dokumen 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

e Penyediaan bahan 
material 

Penyediaan bahan 
material kantor 

Identifikasi dan pemenuhan 
ATK, kertas, tinta printer 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

f Rapat-Rapat Kordinasi 
dan Konsultasi ke Luar 
Daerah 

Mengikuti rakor 
luar daerah 

Memenhi undangan rakor 
instansi pusat 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

g Penatausahaan arsip 
dinamis SKPD 

Tata kelola arsip 
dinamis dan arsip 
tetap 

Penataan arsip dinamis dan 
arsip tetap 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor  

4 Penyediaan jasa 
penunjang urusan PD 

      

a Penyediaan jasa surat 
menyurat 

Penyediaan 
materai untuk 
dokumen PD 

Pengelolaan penggunaan 
materai sesuai kebutuhan 
prioritas 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

b Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Pembayaran 
listrik, air, 
telepon, internet 

Pengelolaan listrik, air, 
telepon, internet sesuai 
kebutuhan prioritas 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

c Penyediaan jasa 
pelayanan umum kantor 

Pembayaran jasa 
tenaga non ASN 
dan kinerja Non 
ASN 

Penatausahaan jasa non 
ASN, jaminan kesehatan, 
jaminan kecelakaan, jaminan 
kematian Non ASN 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

5 Pengadaan BMD 
penunjang urusan PD 

      

a Pengadaan mebelair Penagdaan 
mebelair 

Pengadaan meja, kursi, 
almari 

 1 lapor   

b Pengadaan peralatan dan 
mesin lainnya 

Pengadaan alat 
kerja 

Pengadaan alat kerja kantor  1 lapor   

6 Pemeliharaan BMD 
penunjang urusan PD 

      

a Penyediaan jasa 
pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan pajak, dan 
perijinan kendaran dinas 
operasional atau lapangan 

Pemeliharaan 
kendaraan dinas  
layak operasional 

Perbaikan dan pembayaran 
pajak kendaraan dinas 
Penyediaan BBM dan oil 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

b Pemeliharaan peralatan 
dan mesin lainnya 

Penyediaan suku 
cadang alat kerja 

Identifiaksi dan penyadiaan 
suku cadang dan servis 
kendaraan, computer, printer 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

 

Rencana aksi teknis tahun 2026 dalam program penanggulangan bencana dirinci seperti 

berikut ini. 
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No Kegiatan / Sub kegiatan Kegiatan Teknis Rincian Kegiatan Rencana Triwulanan 

I II III IV 

1 Pelayanan Informasi 
Rawan Bencana Kab/Kota 

      

a Sosialisasi, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi 
(KIE) Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota (Per jenis 
Bencana) 

Sosialisasi mitigasi 
bencana 

Sosialisasi mitigasi 
bencana kepada 
aparatur dan masyarakat 
dan PKD 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

KIE pada Satuan 
Pendidikan Aman 
Bencana 

 1 lapor   

Penyebarluasan 
informasi daerah 
rawan bencana 

Pemasangan peta, 
spanduk, baliho daeah 
rawan bencana 

10 kec    

2 Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan terhadap 
Becana 

      

a Penguatan kapasitas 
kawasan untuk pencegahan 
dan kesiapsiagaan 

Penguatan desa 
tangguh bencana 

FGD penguatan destana   1 lapor  

Pembentukan relawan 
desa 

  1 lapor  

Pengukuhan destana    1 lapor 

Penguatan IKD dan 
IRB desa 

Pendampingan 
instrument IKD dan 
IRB desa 

 1 lapor 1 lapor  

b Pelatihan mitigasi bencana Identifkasi 
kebutuhan 
kompetensi SDM 

Koordinasi dengan 
aparat desa rawan 
bencana 

1 
laporan 

   

Pelatihan SDM 
masyarakat rawan 
bencana 

Pelatihan admiistrasi 
dan teknis penguatan 
SDM rawan bencana 

  200 orang  

c Gladi Kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

Simulasi dan gladi 
kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

Simulasi dan gladi 
kesiapsiagaan 

 1 lapor   

Forum 
kesiapsiagaan 
menghadapi 
bencana 

FGD kesiapsiagaan 
mengahdapi bencana 

 1 lapor   

3 Pelayanan Penyelamatan 
dan Evakuasi Korban 
Bencana 

      

a Respon Cepat Darurat 
Bencana Kabupaten/Kota 

Penyediaan 
peralatan 
penanganan darurat 
bencana 

Penyediaan peralatan 
darurat bencana 

 1 jenis   

Penyediaan peralatan 
pengungsi 

   1 jenis 

Penyediaan logistik 
kebencanaan 

Penyediaan logistik 
kebencanaan 

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 

Distribusi logistik 
kebencanaan 

10 kec 10 kec 10 kec 10 kec 

Penanganan 
bencana 

Respon time 
kebencanaan 

24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 

b Pencarian,  Pertolongan, 
dan Evakuasi  Korrban 
Bencana Kabupaten/Kota 

Penyediaan 
peralatan evakuasi  

Peralatan evakuasi 
Peralatan komunikasi 

1 paket    

Pertolongan dan 
evakuasi korban 

Pertolongan korban 
Evakuasi korban 

1 paket 
layanan 

1 paket 
layanan 

1 paket 
layanan 

1 paket 
layanan 

4 Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana 

      

a 
 

 

Koordinasi Penanganan 
Pasca Bencana 
Kabupaten/Kota 

Survey lokasi 
wilayah terdampak 
bencana 

Identifikasi dan survey 
lokasi wilayah 
terdampak bencana 

10 kec 10 kec 10 kec 10 kec 

Pengolahan data, 
analisis dan penyusunan 
kajian pasca bencana 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 
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Koordinasi 
rehabilitasi dan 
rekontruksi 

Koordinasi rencana 
rehabilitasi pasca 
bencana 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

Koordinasi rencana 
rekontruksi pasca 
bencana 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

b Penyusunan Rencana Aksi  
Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal  
(SPM) Sub Urusan 
Bencana  
Kabupaten/Kota 

Perencanaan target 
SPM Sub Urusan 
Bencana  
 

Identifikasi, 
pengumpulan, 
pengolahan, dan 
perumusan renaksi 

1 lapor    

Penerapan SPM 
Sub Urusan 
Bencana  
 

Pengukuran renaksi 
SPM Sub Urusan 
Bencana  
 

1 lapor 1 lapor 1 lapor 1 lapor 

b. Renaksi Keuangan 

Rencana aksi pelaksanaan anggaran program dan kegiatan unutk mencapai sasaran 

strategis yang telah ditetapkan telah disusun setiap triwuan yaitu : 

No Program / Kegiatan Pagu (Rp) Rencana Aliran Kas (Rp) 
I II III IV 

A PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN  

     

1 Perencanan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah  

5.000.000      

a Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah  

3.000.000  315.000 1.800.700 884.300 0 

b Evaluasi kinerja Perangkat daerah  2.000.000  0 2.000.000 0 0 
2 Administrasi keuangan Perangkat 

Daerah  
     

a Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN  

4.302.158.000  1.246.982.839 1.233.723.604 910.727.718  

b Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD  

2.500.000  2.500.000 0 0 0 

3 Kegiatan Administrasi Umum 
Perangkat Daerah  

     

a Penyediaan Komponen Instansi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor  

2.935.400  2.935.400 0 0 0 

b Penyediaan peralatan rumah 
tangga  

62.482.500 2.482.500 60.000.000 0 0 

c Penyediaan bahan logistic kantor  27.995.000 5.779.000 10.672.000 5.772.000 5.772.000 
d Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan  
5.000.000  5.000.000 0 0 0 

e Penyediaan Bahan/material  14.000.000  5.627.900 4.946.900 3.425.200 0 
f Penyelenggaraan Rapat 

koordinasi dan konsultasi  
SKPD  

14.946.000  14.946.000 0 0 0 

g Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD  

5.000.000  5.000.000 0 0 0 

4 Pengadaan Barang milik 
daerah Penunjang urusan 
Pemerintah Daerah  

     

a Pengadaan mebel  29.082.200  0 29.082.200 0 0 
b Pengadaan peralatan dan mesin 

lainnya  
29.886.600  0 29.886.600 0 0 

5 Penyediaan Jasa penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah  

     

a Penyediaan Jasa Surat menyurat  2.500.000  2.500.000 0 0 0 
b Penyediaan Jasa Komunikasi, 

sumber daya air dan listrik  
32.000.000  14.000.000 12.000.000 3.000.000 3.000.000 

c Penyediaan jasa pelayanan umum 
kantor  

1.148.792.500  301.602.343 299.764.452 273.964.452 273.461.253 
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6 Pemeliharaan barang Milik 
Daerah Penunjang urusan 
Pemerintah Daerah  

     

a Penyediaan jasa pemeliharaan, 
Biaya pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional  

79.999.240  13.842.000 19.719.000 26.969.000 19.469.240 

b Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin lainnya  

19.930.000 0 19.930.000 0 0 

A PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA  

     

1 Pelayanan Informasi Rawan 
Bencana Kab/Kota  

     

a Sosialisasi, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi  
(KIE) Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota   

25.000.000  25.000.000 0 0 0 

2 Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Becana  

     

a Pelatihan pencegahan dan 
mitigasi bencana kabupaten/kota  

45.000.000  0 45.000.000 0 0 

b Penguatan kapasitas kawasan 
untuk pencegahan dan 
kesiapsiagaan  

30.000.000  0 0 30.000.000 0 

d Gladi Kesiapsiagaan terhadap 
bencana  

30.000.000  0 30.000.000 0 0 

3 Pelayanan Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Bencana  

     

a Respon Cepat Darurat Bencana 
Kabupaten/Kota  

295.000.000  162.310.836 45.386.654 43.651.254 43.651.256 

b Pencarian,  Pertolongan, dan 
Evakuasi  Korrban Bencana 
Kabupaten/Kota  

10.000.000  2.893.906 2.368.698 2.368.698 2.368.698 

4 Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana  

     

a Koordinasi penanganan  pasca 
bencana kabupaten/ kota  

25.000.000  15.919.880 3.891.480 3.891.480 1.297.160 

b Penyusunan Rencana Aksi 
Penerapan Standar  
Pelayanan Minimal (SPM) Sub 
Urusan Bencana Kabupaten/Kota  

5.000.000  0 5.000.000 0 0 

 Jumlah  6.249.207.440      

Sumber ; DPA, 2026 
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III. PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan secara 

berkelanjutan melakukan penyempurnaan rencana aksi untuk menjabarkan RPJMD 

Semesta Berencana dan Renstra BPBD Tahun 2025-2029. Adapun rumusan rencana aksi 

daerah yang telah diselaraskan dengan perenncanaan kinerja yaitu : 

a. Rencana aksi pada prabencana melalui 9 (sembilan) kegiatan prioritas dengan 12 

rencana aksi 

b. Rencana aksi pada tanggap bencana melalui 5 (lima)  kegiatan prioritas dengan 7 

rencana aksi 

c. Rencana aksi pada pasca bencana melalui 4 (empat)  kegiatan prioritas dengan 6 

rencana aksi 

d. Rencana aksi pada penunjang urusan pemerintahan melalui 6 (enam) kegiatan 

prioritas dengan 15 rencana aksi 

e. Rencana penatausahaan keuangan sesuai aliran kas. 

 

3.2 Saran dan Langkah Antisipatif 

Rencana aksi penanggulangan bencana baik di pelayanan kantor, prabencana, 

darurat bencana, dan pasca bencana akan dapat terlaksana dengan baik dan terukur 

apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana dan 

prasarana yang memedai dan dukungan anggaran.  

Langkah antisipatif yang diajukan untuk penguatan kapasitas daerah dalam 

menurunkan indeks risiko bencana adalah kolaborasi semua pentahelik untuk 

menurunkan tingkat kerawanan dan bencana serta meningkatkan kapasitas daerah. 

 

Kepala Pelaksana 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Tabanan 
 
 
 

I Nyoman Srinadha Giri, S.E,M.M 
Pembina Tk. I (IV/ b) 

NIP. 19740624 200604 1 010 
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 Lampiran  

RENCANA AKSI KINERJA DAN ANGGARAN DI BPBD TAHUN 2026 

a. TUJUAN STATEGIS 

No Tujuan Indikator Satuan Target Kinerja Anggaran (Rp) Penanggu
ng 

  Strategis     Tahunan Bulan Target Program Tahunan Bulan Target jawab 

1 
  

Terwujudnya  
Kesiapsiagaan  
Masyarakat  
terhadap  
Bencana  
Perubahan 
Iklim  
  

Indeks risiko 
bencana 

- 117,28 Januari   Penaggulang
an bencana 

6.349.207.440 Januari 436.222.456 Bid PK, KL, 
RR, 
Sekretariat 

       Pebruari       Pebruari 498.715.935  

2   Meningkatnya 
akuntabilitas 
Kabupaten 
tabanan 

 Nilai SAKIP 
Kabupaten 
 
  

- B Maret       Maret 894.699.213  

      April       April 660.927.405  

      Mei       Mei 429.174.605  

        Juni        Juni  765.070.278   

        Juli       Juli 463.591.034   

          Agustus       Agustus 420.531.534   

          September       September 420.531.534   

          Oktober       Oktober 421.781.534   

          Nopember       Nopember 419.233.474   

          Desember      Desember 418.728.438   

B. SASARAN  STATEGIS 
No Sasaran Indikator Satuan Target Kinerja Anggaran (Rp) Penangg

ung 
  Strategis     Tahunan Bulan Target Program Tahunan Bulan Target jawab 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2  

Meningkat 
nya 
ketahanan 
daerah 
terhadap 
bencana 
 
Meningkatn 
ya kualitas 
layanan SPM 
sub bencana 
  
 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja BPBD 
  

Indeks 
ketahanan 
daerah 
 
 
 
 
 
Capaian SPM 
bencana 
 
 
 
 
 Nilai AKIP 
perangkat 
daerah 

- 
  
 
 
 
 
 
 
%  

0,65 
 
 
 
 
 
 
 

100 

Januari  Penaggulangan 
bencana 

6.349.207.440 Januari 436.222.456 Bid PK, 

 
  Pebruari      Pebruari 498.715.935 Bid KL, 

 3  BB 74,85 Maret   Penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 
kabupaten/ 
kota 
  
  

  Maret 894.699.213 Bid RR 

        April    April 660.927.405 Sekret 

          Mei    Mei 429.174.605   

          Juni       Juni  765.070.278   

          Juli      Juli 463.591.034   

          Agustus      Agustus 420.531.534   

          September      September 420.531.534   

          Oktober      Oktober 421.781.534   

          Nopember      Nopember 419.233.474   

          Desember      Desember 418.728.438   

Sumber : DPA, 2026 


